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ABSTRAK

Guna mewujudkan tata kelola anggaran yang baik, RSUD Blambangan sebagai
Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melakukan penataan struktur
kinerja dalam penganggaran yang tercermin dalam dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA). Penataan struktur kinerja penganggaran dilakukan dari
sebelumnya berbasis organisasi (output oriented) menjadi berbasis logic model
(outcome oriented) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntans Pemerintah (PSAP)
Berbass Akrua No. 13 yang mengatur Penygjian Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
baik sekaligus mempertanggungjawabkannya dengan lebih transparan dan
akuntabel.

Dengan menggunakan teori new institutionalism, penelitian ini berusaha
memahami bagaimana proses institusionalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja
dalam melakukan penataan struktur kinerja dalam penyusunan anggaran dan
Penyajian Laporan Keuangan BLU sesuai dengan PSAP No. 13 pada RSUD
Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Metodologi yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnometodol ogi
dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentas. Terjadi gegjala
institutional isomorphism yaitu coercive isomorphism, mimetic isomorphism dan
decoupling dalam upaya RSUD Blambangan menerapkan PMK 143/PMK.02/2015
dan PMK 217/PMK.05/2015.

KataKunci : Logic Model, PSAP No. 13, New Institutionalism
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ABSTRACT

The order to realize good budget management, RSUD Blambangan as the Working
Unit of the Regional Public Service Agency (BLUD) to arrange the performance
structure in budgeting which is reflected in the Work Plan and Budget (RKA)
document. Sructuring of performance budgeting is done from previously based
organization (output oriented) to based on logic model (outcome oriented) and
based on Regulation of Minister of Finance Number 217/PMK.05/2015 concerning
Satement of Accounting Standards of Government (PSAP) accrual-based No. 13
about The Financial Statements Presents of Public Service Agency to improve the
comparability of both financial statements as well as accountability with more
transparent and accountable.

By Using the theoretical framework of the new institutionalism,this research seeks
to understand how the prosecc of institutionalitation Performance Based
Budgeting in the structuring of performance structure in the preparation of
budgets and financial statements presents of publik service agency in accordance
with PSAP No. 13 at RSUD Blambangan, District of Banyuwangi. This study is a
etnomethodological study with data collection through interviews and
documentation. Symptoms of institutional isomorphism are coercive isomor phism,
mimetic isomorphism and decoupling in RSUD Blambangan attempts to apply
PMK 143/PMK.02/2015 and PMK 217/PMK.05/2015.

Key Words : Logic Model, PSAP No. 13, New Institutionalism
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak
kewarganegaraannya, pemerintah sebaga pihak eksekutif yang paling
bertanggung jawab dalam menciptakan tata kelola yang bak dituntut untuk
melakukan perubahan dalam sistem mangemen keuangan pemerintah. Untuk
mewujudkan tata kelola yang baik di Indonesia, dalam bidang keuangan negara
pemerintah bersama dengan DPR RI telah menetapkan tiga paket undang-undang
yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut merupakan pedoman
pemerintah untuk mereformasi sistem mangemen keuangan pemerintah mulai
dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, serta
pertanggungjawaban keuangan yang pada intinya mereformasi sebuah sistem
penganggaran dari sistem penganggaran tradisional ke sistem penganggaran
berbasis kinerja, di mana pembiayaan tidak hanya membiayai masukan (inputs)
atau proses, tetapi sudah diarahkan pada pembiayaan yang membiaya hasil
(outputs).

Lebih jauh, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka
koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah.
Khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang tersebut, dimana instans
pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada
masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan
menonjolkan efisens, efektivitas dan produktivites. Oleh karena itu, Peraturan
Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 1 menyatakan
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bahwa instansi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
akan mendapatkan keleluasaan dalam menerapkan praktik-praktik yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/ atau jasa yang dijua tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Untuk
itu dibutuhkan kesiapan daerah dalam rangka implementasi regulasi yang ada.

Permasdahan yang sering dihadapi oleh perangkat deerah adaah adanya
bebergpa hambatan daam implementas suatu kebijakan yang dijadikan sebaga dasar
untuk melaksanakan atau menjdankan tugas pokok dan fungs masing-masing inditus
perangkat daerah. Hambatan tersebut terjadi bak pada tingkatan kebijakan makro
maupun teknis operasiona di tingkat pelaksana birokras. Sdah satu hambatan utama
addah implementas dari peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang
berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara daam rangka
peningkatan pel ayanan publik (Riyanto, 2005).

Hambatan-hambatan daam upaya untuk meningkatkan kuditas pelayanan jasa
dirasskan sangat menghambat bagi ingans (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di setigp
daerah ddam memberikan jasa layanannya Rumah Sakit Umum Daegrah (RSUD),
merupakan sdah satu SKPD yang langsung memberikan pdayanan jasa kesehaan
kepada sduruh lapisan masyarakat. Namun, dadam meaksanakan fungsinya, RSUD
sddu dihadapkan ddam berbaga permasdahan. Permasdahan utama yang sangat
dirasakan adaah dalam menge ola pendapatan retribus jasa layanan yang dapat dikeola
secaa langsung, penganggaran, penatausahaan  keuangan,  pertanggungjawaban,
pelgporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset RSUD tersebt,
agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada sd uruh |gpisan masyarakat.

Perubahan rumah sakit menjadi BLUD merupakan pengejawantahan New
Public Management berupa pengagenan dalam bentuk institusi semi otonom yang
dikelola seperti bisnis (Lukman, 2013). Otonomi ini terletak pada penggunaan
sumberdaya keuangan dan sumberdaya manusia yang akan diberikan jika
organisas meneragpkan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan
Permendagri No. 61 Tahun 2007. PPK-BLUD ini akan membawa RSUD ke

dalam situas perubahan pola pengelolaan keuangan terutama pada sistem
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anggaran dan akuntansinya. Perubahan sistem anggaran yaitu perubahan dari
anggaran terpusat berdasarkan anggaran inkremental menjadi anggaran berbasis
kinerja yang berorientasi output dan penyusunannya langsung dilakukan oleh
RSUD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual nomor 13
tentang Penyagjian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, terhitung mulai
tangga 1 Januari 2016 satker Badan Layanan Umum telah memiliki PSAP
tersendiri. Sebelum terbit PMK ini, standar penyajian laporan keuangan Badan
Layanan Umum hanya ditempelkan sedikit ddlam PSAP nomor 11 tentang
akuntansi laporan keuangan konsolidasian. Hal ini membawa angin segar bagi
satker yang menyandang status Badan Layanan Umum agar memiliki pedoman
yang jelas dalam menyusun laporan keuangannya. Tentunya maksud dan tujuan
terbitnya peraturan menteri keuangan tersebut adalah agar Badan Layanan Umum
mampu mengelola keuangan sekaligus mempertanggungjawabkannya dengan
lebih transparan dan akuntabel.

Perubahan sistem akuntans (termasuk anggaran) tentunya akan berdampak
pada perubahan organisasi (Carruthers, 1995). Organisasi adalah produsen
sekaligus konsumen akuntansi dan dalam sgjarah perkembangannya, akuntansi
berkaitan erat dengan organisasi. Juga menyatakan bahwa lingkungan sosia
tempat sebuah organisasi berada akan mempengaruhi struktur organisasi tersebut.
Sebuah organisasi harus beradaptasi dengan lingkungan walaupun efektifitasnya
belum tentu terbukti (Meyer dan Rowan, 1977).

Pengembangan sistem anggaran dan akuntansi dalam sebuah organisasi
berperan membentuk struktur formal yang terdiri dari berbagai prosedur, proses,
dan aturan yang rasional (Amirya, 2011). Meyer dan Rowan (1977) menyatakan
bahwa dengan melakukan pembentukan struktur organisasi yang formal,
menyebabkan segala kegiatan organisas akan meningkat legitimasinya. Usaha
memperoleh legitimas tersebut diupayakan dengan melembagakan unsur-unsur

lingkungan (ide, logika, praktik, teknik, dan kebiasaan) dalam organisasi. Unsur-
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unsur lingkungan tersebut kemudian menjadi bagian dari lembaga organisasi
dengan berupaya menjadi mirip (isomorphism) dengan lingkungan
kelembagaannya (Djamhuri, 2009).

DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa organisasi terbentuk oleh
lingkungan institusional yang ada disekitarnya. Ide-ide yang berpengaruh
kemudian diinstusionalisasikan, dianggap sah, dan dianggap sebagai cara berpikir
ala organisasi tersebut. Ada tiga bentuk tekanan institusional yang bersifat
isomorphism yaitu mimetic, coerchive, dan normative (DiMaggio dan Powell,
1983; Carruthers (1995). Tekanan mimetic sering muncul dalam konteks
ketidakpastian, dimana organisasi tersebut senggja meniru model organisasi lain
yang dianggap telah berhasil dan sukses. Tekanan coerchive muncul ketika sebuah
organisas dipaksa untuk menerapkan suatu struktur karena adanya standar-
standar yang sudah ditetapkan. Tekanan normative ditimbulkan oleh
profesionalisasi yaitu jaringan antar-organisas, latar belakang pendidikan yang
sama, dan perilaku mimesis dalam profesi. Ketiga tekanan institusional tersebut
bias mempengaruhi perubahan organisasi secara bersama sama maupun sendiri-
sendiri.

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian diantaranya penelitian Usman
(2012) yang menyatakan bahwa ketiga tekanan perubahan organisasi
mempengaruhi keputusan adopsi sistem informasi keuangan daerah. Zhang, dkk.
(2013) menyimpulkan bahwa tekanan pemerintah dan partai yang berkuasa
menjadi faktor terpenting yang memicu dominasi coer cive isomor phism pada pola
pendidikan akuntansi di China sdama 60 tahun lamanya. Pada era
internasionalisasi pengaruh pilar normatif dan culture-kognitif mulai muncul
namun dominasi tetap pada pilar regulatif yang berasal dari parta penguasa dan
pemerintah. Pada pola pengel olaan keuangan organisasi pemerintah, Amirya, dkk.
(2013) menyatakan (Universitas Brawijaya) bahwa penerapan sistem anggaran
dan akuntansi BLU menggambarkan terjadinya gejaa institutional isomorphism.
Coercive isomorphism adalah tipe utama disamping mimetic dan normative juga
mendukung perubahan ini.
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Jka penditian Amirya, dkk. (2013) dilakukan pada BLU di tataran
pemerintah pusat, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan
menganalisis secara lebih mendalam proses pelembagaan sistem anggaran dan
akuntanss BLUD di tataran pemerintah daerah khususnya di RSUD dengan
perspektif teori new institutionalism.

Pada praktik penyusunan anggaran dan standar akuntansi yang digunakan di
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan (selanjutnya disebut RSUD
blambangan), Penelitian mengenai pola institusional diperlukan untuk dapat
menambah pemahaman mengena fenomena-fenomena yang terdapat pada
praktek penganggaran pada pemerintah daerah. Fenomena-fenomena tersebut
antara lain: proses pengalokasian, sumberdaya pemerintah daerah yang tidak
mudah (Darwanto & Yustikasari, 2007). Korups politik yang masih terjadi
(Abdullah & Asmara, 2006). Proses penganggaran yang belum melibatkan
masyarakat sepenuhnya (Sopanah, 2012) Serta perilaku penganggaran yang
cenderung boros (Abdullah, 2008), membuat peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai praktek penyusunan anggaran dan standart pelaporan
keuangan pada RSUD Blambangan dilihat dari perspektif pola institusional.
Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui motif dan makna yang digunakan
dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan dengan menggunaan teori
logika institusional pada rumah sakit yang berstatus BLUD di RSUD Blambangan
Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola institusional dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja
menggunakan logic model PMK 143/PMK.02/2015 pada rumah sakit yang
berstatus BLU di RSUD Blambangan, Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana pola institusional dalam penygjian laporan keuangan BLU sesuai
dengan PMK 217/PMK.05/2015 yang mengacu pada PSAP No. 13 di RSUD

Blambangan, Kabupaten Banyuwangi ?
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan secara lebih mendalam pola
institusional dalam penyusunan anggaran berbasi s kinerja menggunakan logic
model PMK 143/PMK.02/2015 pada rumah sakit yang berstatus BLU di
RSUD Blambangan, Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan secara lebih mendalam pola
institusional dalam penyajian laporan keuangan BLU sesuai dengan PMK
217/PMK.05/2015 yang mengacu pada PSAP No. 13 di RSUD Blambangan,
Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian
Bertolak dari tujuan penelitian yang hendak dicapai maka manfaat umum
yang diharapkan adalah berikut ini :

a) Teoritis, pada penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami pola
instutusional dan standar akuntansi yang digunakan dalam proses penyusunan
anggaran dan penygian laporan keuangan pada lingkup organisas
pemerintah.

b) Praktisi, memberikan masukan kepada para pengambil keputusan pada proses
penganggaran dan penyagjian laporan keuangan pada lingkup organisas
pemerintah, sehingga dapat memberikan panduan yang memadai dalam
menghadapi fenomena tersebut.

c) Kebijakan, Pemerintah Daerah Banyuwangi selaku pemegang kebijakan
diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan yang tepat dalam rangka
mengakomodir fenomena yang ada.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai konsep, New Public
Management (NPM), New Institutionalism, dan Badan Layanan Umum/Daerah,

serta mengul as beberapa penelitian yang menjadi referensi dalam penélitianini.

2.1 New Public Management (NPM)

Paradigma New Public Management (NPM) merupakan tantangan dan
kritikan atas Old Public Management (OPA) yang menekankan pada birokrasi
tradisional (pemisahan antara politik dan administrasi) dalam administrasi publik
(Lukman, 2013). NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi
pada kinerja, bukan pada kebijakan. Penerapan teori juga menimbulkan beberapa
konsekuensi, diantaranya adal ah tuntutan melakukan efisiensi, pemangkasan biaya
(cost cutting), dan kompetis tender. Salah satu pengaruh diterapkannya NPM
adalah terjadinya perubahan model dari sistem anggaran tradisional menjadi
anggaran yang lebih berorientass pada kinerja. Djamhuri dan Mahmudi
(2006:318) menarik kesimpulan tentang hubungan antara konsep NPM dengan
reformasi akuntans di organisasi sektor publik sebagai berikut :

“The implicated of adopting New Public Management model is the need to
conduct a series of reform in public sector, i.e. accounting, budgeting
reform, financial management reform, audit reform, as well as institutional
reform. The migration to accrual accounting from cameral (cash basis)
accounting and single entry is one form of public sector accounting

reform.”

Sedangkan menurut Bunea dan Cosmina (2008:1) menggambarkan
hubungan New Public Management dengan reformasi akuntansi di sektor publik
sebagal berikut:

“New Public Management is focused on efficiency, as governments around
the world are being asked to do more with less and to be fully accountable

to the community for resources entrusted to them. Accounting plays a
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crucial role in New Public Management development as the means by
which measvrements are made, achievements are documented, and

negotiations take place.(ditebalkan untuk penegasan).”

Konsep NPM sebenarnya mempunyai basis administras publik yang sangat
revolusioner, yaitu Pertama, mengurangi atau menghapus hambatan atau
perbedaan sektor publik dengan sektor bisnis dan mengubah penekanan
akuntabilitas dari proses ke hasil. Kedua, memberikan diskress mangjerial dan
profesional pada organisasi publik yang selama ini selau dibatasi oleh standard
dan aturan yang ketat (Hood, 1995). Akuntans juga dianggap sebagai elemen
penting dalam konsep akuntabilitas karena ha tersebut merefleksikan
kepercayaan yang tinggi terhadap metode bisnis swasta dan pasar, sebaliknya
kepercayaan yang rendah terhadap pegawai negeri (Lukman, 2013).

Akuntans merupakan bagian terpenting model progresif dalam
akuntanbilitas publik sehingga Power dan Laughin (1992) sebagaimana dirujuk
oleh Lukman (2013) menyebutkan pergerakan administrasi ke arah NPM
merupakan proses atau cara akuntingisasi (accountingization) dalam administrasi
publik. Kurunmaki et al. (2003) merujuk pada Power dan Laughin (1992)
menjelaskan konsep akuntingisasi adalah suatu proses ketika akuntansi digunakan
sebagal alat rasionalisasi ekonomi dan digunakan sebagal sarana akuntabilitas
organisasi. Akuntingisasi bertujuan untuk akuntabilitas (Power dan Laughlin,
1992), terutama untuk meningkatkan akuntabilitas finansial (Carnegie dan West,
2005; Ezzamel et al., 2007).

Beberapa prinsip dasar NPM (Hood, 1991, 1995) antaralain : a) Pergerakan
dari organisasi publik yang lebih besar (disaggregation) ke dalam unit
“corporate” atau bisnis untuk masing-masing produk sektor publik. Produk sektor
publik tersebut diidentifikasi sebagai pusat biaya yang terpisah dari identitas
organisas yang tersendiri. Adanya delegasi keputusan sumber daya yang lebih
besar kearah anggaran yang terintegrasi (one-line budget), serta adanya

pernyataan misi, rencana bisnis dan otonomi mangerial; b) Pergerakan ke arah
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persaingan yang lebih besar di antara organisasi sektor publik dan swasta yang
bertujuan untuk mencapai efisiens (low cost) demi mencapal standar-standar
operasional yang lebih tinggi; c) Penekanan terhadap manajemen ala bisnis
dengan melakukan praktik bisnis korporat seperti menggunakan tenaga kerja
kontrak jangka pendek, pengembangan rencana bisnis tahunan, dan misi
erusahaan serta perjanjian kinerja; d) Penekanan terhadap disiplin dan menghemat
penggunaan sumber daya; €) Manajemen publik harus terlibat aktif, terbuka dan
nyata dalam mengontrol organisasi publik. Manger mempunyai diskresi
(otonomi) dalam menjalankan roda organisasi yang dipimpinnya; f) Penekanan
terhadap standar ukuran dan kinerja yang jelas untuk mengukur sgjauh mana
tujuan dan target organisas telah tercapai, pengukuran atas jenis pelayanan yang
telah dihasilkan, dan indikator keberhasilan.

Secara garis besar anggaran pada sektor publik terdiri dari dua jenis utama
yaitu anggaran tradisiona dan anggaran dengan pendekatan New Public
Management (NPM). Anggaran tradisional ditandai dengan dua ciri utamanya
yaitu cara penyusunan anggaran didasarkan pada pendekatan incrementalism, dan
susunan anggaran yang bersifat line-item (Halim dan Kusufi, 2012). Ciri lain yang
melekat pada anggaran tradisional antara lain cenderung sentralistis, bersifat
spesifik, tahunan, dan bersifat menggunakan prinsip anggaran bruto. Masalah
utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap
konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali
tidak dijadikan pertimbangan dalam menyusun anggaran tradisiona (Halim,
2008). Kinerja dalam pendekatan tradisional dinila berdasarkan habis tidaknya
anggaran yang digjukan dan bukan berdasarkan pada pertimbangan output yang
dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang
dikehendaki (outcome).

Jenis utama yang kedua adalah anggaran dengan pendekatan NPM.
Karakteristik khusus pendekatan NPM adalah bersifat komprehensif/komparatif,
terintegrasi lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional,

berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas, analisis tota
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cost dan benefit (termasuk opportunity cost), berorientasi input, output, dan
outcome, dan adanya pengawasan kinerja (Halim dan Kusufi, 2012). Paradigma
NPM telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik antara
lain: Anggaran Kinerja, Program Budgeting, Zero Based Budgeting (ZB) dan
Planning, Programming, and Budgeting system (PPBS). Keunggulan utama
pendekatan NPM adalah lebih berorientasi pada kinerja sehingga berimplikasi
pada perhatian terhadap konsep value for money yang berdasarkan pada

pertimbangan output suatu aktivitas.

Sejalan dengan perubahan sistem administras pemerintahan serta sistem
politik akibat krisis ekonomi, kebijakan dalam penganggaran mengalami
perubahan mendasar. Perubahan dimula dari kebijakan penyusunan APBD
sebagal akibat pemberian otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dan provinsi,
dimana APBD disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja. Menurut Smith
(1999), salah satu tujuan dari anggaran berbasis kinerja pada sebuah pemerintah
daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan memfokuskan
sumber daya menuju pada output yang kritis dan penting. Anggaran berbasis
kinerja (ABK) memerlukan ukuran yang pasti dalam mengukur efisiensi anggaran
yaitu Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Basis akuntansi yang cukup dikenal adalah basis kas (cash basis) dan basis
akrua (accrual basis). Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan standar akuntans
pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh. SAP
mulsi diberlakukan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD Tahun Anggaran 2005. Berdasarkan PP tersebut, akuntansi
pemerintahan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,
transfer, serta pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual
untuk pengakuan aset, kewagjiban, serta ekuitas dana dalam Neraca. Penerapan
basis ini memiliki keunggulan dalam pengendalian kas lebih informative
(dibandingkan basis kas penuh atau basis kas modifikasian), namun terdapat

masalah bahwa antara anggaran dan realisasinya tidak dapat diperbandingkan
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(Halim dan Kusufi, 2012). Konsekuensi terbitnya PP 24 Tahun 2005 dan PP 58
Tahun 2005 adalah pengelolaan keuangan daerah bergeser dari sentralisas ke
desentralisasi. Atas proses pengelolaan daerah dan tanggung jawab
pengelolaannya telah didelegasikan dari kepala daerah kepada kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga SKPD menjadi entitas akuntansi yang
harus mel aksanakan akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan.

Berlakunya basis akrual pada akuntansi sektor publik di Indonesia diatur
daam PP 71 Tahun 2010. Peraturan ini merupakan bagian dari reformasi
keuangan negara karena pada dasarnya penerapan basis akrual telah diamanatkan
pada UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 36 ayat 1 yang
menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan
dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (Lima)
tahun.

Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 70 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja akrual dilaksanakan selambat-
lambatnya tahun anggaran 2008. SAP berbasis akrual baru diterbitkan tahun 2010.
Apabila entitas pemerintah belum siap melaksanakan SAP berbasis akrual, dapat
diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual paling lama empat
tahun anggaran setelah tahun anggaran 2010. Pada realisasinya, belum semua
pemerintah daerah menggunakan SAP berbasis akrual sampai dengan saat ini.

2.2 New Ingtitusionalism Theory

Peran organisasi terhadap perkembangan akuntansi ataupun sebaliknya
sangatlah besar. Organisas berperan sebagai produsen sekaligus pemakai dari
informas yang dihasilkan akuntansi. Akuntans mampu menghasilkan informasi
yang penting bagi organisass dalam pengambilan keputusan. Secara historis,
perkembangan dalam teori organisasi sangat erat relevansinya dengan penelitian-
penelitian akuntansi (Carruthers, 1995). Perspektif institusional mengungkapkan
kemungkinan kejadian dan persistens perilaku melalui kebiasaan, konvens,
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kenyamanan, atau kewagjiban socia antara lain menyoroti dampak negara,
masyarakat, dan tekanan budaya terhadap perilaku organisasi dari waktu ke waktu
(Oliver,1991 dalam Amirya, 2013).

Teori New Institusionalism menjelaskan hubungan antara entitas dengan
lingkungan institusinya (Albu, dkk., 2014) dan fokus kepada lingkungan yang
membentuk organisas dan praktik di dalamnya (Dimaggio dan Powell, 1983). Ide
pokok teori institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Institus
memiliki beberapa makna tergantung konteksnya diantaranya sebagai sebuah
organisas; tempat/lingkungan di mana sebuah organisasi berada; atau adat-
istiadat/kebiasaan, praktik, atau aturan yang memengaruhi  perilaku
(Groenewegan, dkk., 2010). Institus dapat berwujud dalam berbagai bentuk mulai
dari sifat sangat implisit berupa nilai/kepercayaan pada bagaimana seseorang
memperlakukan orang lain sampai pada praktik-praktik atau aturan-aturan yang
eksplisit. Institus juga dapat berupa nota kesepahaman dan kesepakatan antar
rekan bisnis, karyawan dan atasan sampai pada peraturan perundang-undangan

yang diterbitkan oleh pemerintah (Groenewegan, dkk., 2010).

Institusionalisasi adalah proses dimana nilai/kesepakatan/praktik/aturan itu
dikembangkan dan dipelgari (Albu, dkk., 2014). Proses perubahan tersebut
biasanya terjadi secara evolusioner (sedikit demi sedikit) dibentuk oleh institusi
yang sudah ada. Proses homogenisas ini oleh Dimaggio dan Powell (1983)
disebut sebagai isomorphism. Konsep isomorphism disebabkan karena ide bahwa
organisasi bersaing untuk mendapatkan legitimasi dan kekuatan politik. Untuk itu,
organisas mengadops struktur, teknologi, teknik, dan metode yang telah
tervalidasi secara sosial. Awalnya, proses homogenisas berupa adopsi terhadap
suatu inovas dilakukan karena adanya keinginan untuk memperbaiki kinerja,
namun pada perkembangannya |ebih dikarenakan kepentingan untuk mendapatkan
legitimasi (Meyer dan Rowan, 1977). Hawley (1968) seperti dirujuk oleh Amirya
(2013) mendefinisikan isomorphism sebagai suatu proses pemaksaan terhadap
sebuah unit organisasi dalam suatu populasi untuk menyerupai unit organisasi

lainnya yang menghadapi kondisi lingkungan yang sama.
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NPM atau NIT dengan teori organisasi dalam penelitian ini saling berkaitan,
dimana pusat dari diterapkannya NPM adalah proses menuju “accountingization”,
yakni dengan diadopsinya teknik-teknik akuntansi dari sektor swasta. Hal ini
ditunjukkan dengan model BLUD yang ada saat ini menekankan pada penerapan
anggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis akrual. Pengembangan yang
dilakukan organisasi tidak terlepas dari upaya organisasi untuk menyerupa unit
organisas lainnya dalam kondisi lingkungan yang sama. Pengembangan ini akan
mendorong perubahan organisasi yang mencakup SDM, prosedural, struktural,
dan teknologikal.

Organisasi dibentuk oleh berbagai fenomena yang terjadi dalam
lingkungannya dan cenderung menjadi mirip (isomorphic) dengan lingkungan
tersebut, teori institusional pada dasarnya berbicara tentang banyak hal namun
yang menjadi topik utamanya adalah penjelasan gegaa isomorphic dalam
organisasi dan penetapan norma-norma institusi. Isomorphic merupakan gegaa
dimana organisasi formal menjadi mirip dengan lingkungannya (Meyer dan
Rowan, 1977). Ha tersebut disebabkan karena adanya saling ketergantungan
dalam hal teknis dan pertukaran, atau memang karena struktural, organisasi
tersebut mencerminkan realitas yang dibentuk secara sosial (Meyer dan Rowan,
1977). Instutional isomorphism adalah istilah yang menggambarkan sebuah
proses penginstitusian (pelembagaan). Pada suatu setting sosial, sebuah organisasi
dipengaruhi oleh faktor tertentu biasanya oleh institusi sosial untuk menerima,
menggabungkan, dan kemudian menerapkan beberapa karakteristik asing sesuai
dengan fungsinya. Dengan adanya instutional isomorphism, maka akan semakin
meningkatkan pengakuan atas homogenisasi organisasi kepada lingkungan sosial
yang baru (legitimasi).

DiMaggio dan Powell (1983), Carruthers (1995), Lippi (2000), dan Sewinh
(2010) menyatakan tiga jenis faktor atau kondisi eksogen yang menyebabkan
terjadinya instutional isomorphism yaitu (1) coercive isomorphism, (2) mimetic
isomorphism, dan (3) normative isomorphism. Faktor pendorong yang pertama

bersifat coercive (paksaan) yakni isomorphism yang terjadi sebaga akibat adanya
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tekanan-tekanan formal ataupun informal yang diterima suatu organisasi, tekanan
tersebut berasal dari organisas lainnya ataupun dari harapan-harapan kultural
masyarakat di sekitar berdirinya organisasi tersebut. Bagi organisasi yang
menerimanya, tekanan-tekanan tersebut dapat dirasakan sebagai desakan,
bujukan, ataupun sebagai gakan untuk membentuk suatu kolusi. Dalam situasi
tertentu, peraturan pemerintah, misalnya dapat memaksa suatu organisasi untuk

mengadopsi prosedur-prosedur baru.

Instutional isomorphism tidak selalu terjadi karena adanya paksaan. Adanya
ketidakpastian yang dihadapi suatu organisasi terkadang juga bisa menjadi
tekanan yang kuat untuk melakukan perubahan organisas dengan cara
mengimitasi (mimetic) organisasi lain pada bidang yang sama. Ketidakpastian
yang dimaksud mungkin sga bersumber dari kurangnya pemahaman akan
teknologi organisasi (March dan Olsen, 1976), terpecahnya sasaran-sasaran yang
ingin dicapai, dan terciptanya ketidakpastian. Ketika contoh ketidakpastian
tersebut terjadi, maka mungkin sgja suatu organisasi yang mengalaminya mulai
mencari model untuk dicontoh dan biasanya dari organisasi lain yang dinilai lebih

berhasil.

Salah satu contoh nyata adalah permodelan yang dilakukan Jepang pada
akhir abad ke 19 yakni meniru sistem pemerintahan negara-negara barat yang
dianggapnya berhasil dengan mengirimkan perwakilannya ke tiap-tiap negara
tersebut (Amirya, 2012). Perancis merupakan negara yang dijadikan Jepang
sebagal negara permodelan untuk urusan peradilan, tentara, dan kepolisian.
Pembelgaran sistem pos dan angkatan laut diadops Jepang dari Inggris.
Kemudian, untuk urusan perbankan dan pendidikan seni, Jepang mempelgjarinya
dari Amerika Serikat. Upaya perubahan dengan cara permodelan tersebut
ditujukan untuk mendapatkan legitimas atau sekedar menunjukkan usaha
organisas yang bersangkutan dalam memperbaiki kondisi yang sudah berjalan
sebelumnya. Banyaknya jumlah populasi pegawa yang dipekerjakan atau
konsumen yang dilayani oleh suatu organisasi merupakan faktor-faktor yang
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menambah tekanan organisasi untuk dapat menyediakan program dan jasa seperti
yang ditawarkan oleh organisasi lain sehingga terjadilah mimetic isomorphic.

Normative pressures merupakan bentuk faktor pendorong ketiga terhadap
terjadinya isomorphic yakni pengaruh yang berasal dari profesionalisasi. Larson
(1977) dan Coallins (1979) seperti dirujuk oleh Dimaggio dan Powell (1983)
menginterpretasikan profesionalisasi sebagal seluruh upaya yang dilakukan oleh
anggota organisasi untuk menentukan kondisi dan metode kerja mereka,
mengendalikan “the production of producers” dan untuk menetapkan dasar
kognitif dan legitimasi atas pekerjaan mereka. Terdapat dua aspek profesionalisasi
yang berpengaruh terhadap isomorphism. Pertama, profesionalisas yang
dihasilkan dari pendidikan formal di universitas, dan yang kedua dihasilkan dari
lembaga pelatihan profesional. Keduanya berperan penting dalam pengembangan
norma-norma organisasi bagi para mangjer profesional dan staf-stafnya. Selain itu,
profesional dan asosias perdagangan juga turut berperan dalam menetapkan dan
menyebarkan peraturan-peraturan organisas dan perilaku profesional yang
sifatnya normatif. Salah satu hipotesis yang dikembangkan Oleh DiMaggio dan
Powell (1983) menyatakan bahwa jika manger suatu organisasi berpartisipasi
dalam asosias perdagangan dan profesional maka organisasi tersebut menjadi
semakin mirip dengan organisas lain di bidang yang sama. Dengan demikian, ciri
dari terjadinya normative isomorphism adalah jika ada intervensi dari aktor

profesional misalnya keterlibatan dalam suatu perubahan.

Lippi (2000) menjelaskan bahwa instutional isomorphism bersifat top-down
yang disebabkan oleh tekanan yang bersifat coercive, mimetic, dan normative
merupakan faktor eksogen. Disebut bersifat top-down karena hal ini merupakan
penyesuaian yang dilakukan dalam konteks lokal ke dalam model global melalui
internalisasi  lokal. Instutional isomorphism tidak menjelaskan bagaimana
perubahan itu diserap di tingkat lokal dan tidak bercerita tentang pemilihan
struktur institutional tersebut.
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Selain faktor eksogen, dalam proses isomorphism juga terdapat faktor
endogen berupa faktor-faktor, institusi, sistem berpikir dan bahasa yang telah ada
dalam organisasi, yang membawa perubahan yang bersifat bottom-up. Lippi
(2000) menyebutkan sebagai  allomorphism, yakni terdapatnya re-
contextualization dari elemen-elemen asing yang asli yang terjadi pada proses
ingtitutionalisasi dalam tiap fields organisas tertentu. Re-contextualization
tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor endogen.

Salah satu bentuk re-contextualization tersebut dapat dianalisis melalui
decoupling. Decoupling menurut Meyer & Rowan (1977) adalah internalisasi
elemen-elemen asing oleh sebuah organisasi, dimana internalisasi tersebut sudah
tidak sama dengan arti atau peran sesungguhnya namun sudah memiliki nilai yang
lain (baru) sehingga apa yang diinternalisasikan oleh organisas tersebut telah
terpisah (decoupled) dari konteks aslinya. Decoupling juga terjadi karena
besarnya peran dan pengaruh faktor endogen, yang oleh Meyer (1996) disebut
“others” yang mampu menengahi dan meneruskan elemen baru sebuah organisasi.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami proses institusionalisass PBK
daam melakukan penataan struktur kinerja dalam penyusunan anggaran pada
RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Yang dimaksud proses
institusionalisasi dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh RSUD
Blambangan pada saat melembagakan perubahan/penataan struktur kinerja
penganggaran berbasis logic model dengan melihat kondis atau Situasi pada saat
itu di RSUD Blambangan. Untuk memahami proses institusionalisas maka
digunakan jenisjenis institusional isomorphism yaitu coercive isomorphism,
mimetic isomorphism, dan normative isomorphism. Tipe institusional tersebut
digunakan untuk melihat kondisi atau situasi sejauh mana proses institusionalisasi
dilakukan di RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat
dikategorikan sebagai coercive isomorphism, mimetic isomorphism, atau

nor mative isomor phism.
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2.3 Pengangar an BerbasisKinerja

Untuk mengikuti adanya tuntutan masyarakat agar pengelolaan keuangan
menjadi lebih akuntabel dan lebih transparan, sistem penganggaran selalu
berkembang agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Pada dasarnya, anggaran
adalah aat perencanaan sekaligus alat pengendaliaan yang digunakan oleh
organisas yang dinyatakan dalam bentuk satuan moneter.

Perkembangan penganggaran mengikuti dinamika perkembangan yang
terjadi dalam mangemen organisasi sektor publik. Pendekatan penganggaran
dikategorikan menjadi dua kelompok besar sistem penganggaran yakni sistem
penganggaran tradisional atau disebut juga sebaga sSistem penganggaran
konvensional dan kelompok yang kedua adalah sistem penganggaran yang disebut
new publik management.

PBK merupakan bentuk perwujudan penganggaran sektor publik dengan
pendekatan new publik management. PBK digunakan dalam upaya melakukan
eliminas kelemahan atas sistem penganggaran tradisional/konvensional yakni
menjadikan penyerapan anggaran sebagal tolok ukur utama untuk mengukur
kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Sifat penganggaran tradisional/konvensional yang incremental, yakni dalam
menyusun anggaran hanya dilakukan tambah kurang atas besaran anggaran yang
telah disusun pada tahun sebelumnya dengan meniadakan kajian atas suatu
program/kegiatan, dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini. Selain itu,
dalam penyusunan anggaran belum terhubung dengan konsel value for money,
konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiens kinerja program,
kegiatan, dan organisasi (Halim dan Kusufi, 2012). Sifat penganggaran
tradisional/konvensional yang line item juga dirasakan tidak relevan karena setiap
tahun pos-pos pengeluaran yang dianggaran akan seldu ada dan selau
dipertahankan meskipun pos-pos pengeluaran yang dimaksud dalam tahun
tertentu tidak digunakan lagi atau sudah tidak relevan lagi untuk dianggarkan pada
tahun berikutnya. Dengan sifat anggaran yang demikian menjadikan anggaran
sulit untuk memberikan informasi berapa besarnya anggaran yang digunakan
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untuk suatu kegiatan dan tidak mampu memberikan keterangan berapa besarnya
anggaran yang dibutuhkan untuk perencanaan suatu kegiatan.

Dalam akuntansi sektor publik, Mardiasmo (2009) menguraikan terdapat
beberapa kelemahan daam sistem anggaran tradisional/konvensional,
diantaranya:

a. Tidak adanya hubungan penyusunan anggaran yang dilakukan setiap tahunnya
dengan rencana jangka panjang yang telah disusun.

b. Sistem incremental menjadikan pengeluaran anggaran menjadi tidak efektif.

c. Orientas cenderung terhadap input daripada orientasi terhadap output sehingga
mengakibatkan kesulitan mengidentifikasi kinerja atas anggaran yang disusun.

d. Adanya tumpang tindih anggaran karena sistem penyusunan anggaran
mengelompokkan menjadi dua bagian yakni anggaran pengeluaran rutin dan
anggaran pengeluaran pembangunan.

Penilaian kinerja berdasarkan pada konsep yang dikenal dengan value for
money dan efektivitas dari anggaran yang disusun. Dengan konsep ini, ada
tuntutan kepada pemerintah untuk selalu bertindak secara efisien dalam
pelaksanaan kegiatan, lebih cenderung ke cost-minded. Walaupun kegiatan
dilakukan secara ekonomis dan efisien, pemerintah juga dituntut untuk dapat

mencapal tujuan yang telah ditetapkan.

2.4 Logic Model (Model L ogika)

Istilah model logika dapat dijumpai ddlam PMK 249 Tahun 2011 tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA, tepatnya pada pasal 7
ayat 1 dan 2. Evaluas kinerja dilakukan dengan tahapan persiapan, pengumpulan
data, pengukuran dan penilaian, serta analisis. Pada tahap persiapan, evaluas
kinerja paling sedikit meliputi antara lain mempersiapkan model logika informasi
kinerja. (Pasal 7 ayat 1 PMK 249 tahun 2011). Model logika adalah gambaran
ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil
serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan (Pasal 7 ayat 2 PMK
249 tahun 2011).
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Banyak orang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana
program mereka berjalan. Oleh karena itu, model logikadibuat untuk dapat
membantu mengeksplisitkan apa yang Anda ketahui mengenai program Anda dan
mengklarifikas bagaimana program dijalankan (dioperasikan). Model logika
dapat digunakan dalam perencanaan, mangemen program, evaluas dan
komunikasi. Dalam perencanaan, model logika menygjikan rerangka dan proses
untuk perencanaan yang menjembatani gap antara kondisi saat ini dengan kondisi
yang diinginkan. Dalam evaluasi, model logika digunakan untuk menjelaskan,
menelusuri, serta mengawas operasi, proses, dan fungsi evaluasi. Model logika
dapat membantu dalam menentukan kapan dan bagaiamana evaluas dijalankan
sehingga sumber daya bisa dikatakan telah efektif dan efisien penggunaannya.
Daam komunikasi, model logika membantu dalam mengkomunikasikan suatu

program baik kepada staf, pemberi dana, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat model logika adalah sebagai berikut : 1) Mengilustrasikan jalan
pikir program atau kegiatan secara masuk akal; 2) Memberikan perhatian intensif
pada hubungan yang paling penting antara tindakan-tindakan dan hasil; 3)
Membangun pemahaman bersama di antara staff dan dengan para pemangku
kepentingan; 4) Membantu staff dalam mengelola hasil dan menginformasikan
desain program. 5) Menemukan gap dalam logika program dan bekerja untuk

menyel esalkannya.

Model logika memiliki keterbatasan antara lain: 1) Model logika hanya
merepresentasikan realitas, bukan realitas sesungguhnya; 2) Karakteristik model
logika yang linear tidak bisa merefleksi atau menangkap kompleksitas beberapa
program; 3) Program acapkali terlalu disederhanakan; 4) Atribusi sebab-akibat
dapat dipertanyakan. Artinya, model logika tidak mampu membuktikan program
yang disebabkan oleh outcome yang diamati; 5) Model logika tidak merefleksikan
outcome yang tidak diharapkan. Untuk memperjelas gambaran model logika
,berikut contoh model logika yang terlihat pada gambar 2.1 :
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Gambar 2.1 Model Logika

Penjelasan untuk masing-masing kotak pada gambar yang terakhir adalah
sebagai berikut:

1. Situasi merupakan keadaan yang kompleks dari lingkungan, sosiopolitik dan
ekonomi. Situasi dapat berupa suatu masalah atau isu yang dijadikan sebagai
dasar dalam pengembangan model logika. Pertanyaan yang dapat dikemukakan
untuk memahami situasi antara lain: apa masalahnya? Apa penyebabnya? Pada
sigpa masal ah tersebut terjadi? Apa yang kita ketahui terkait masalah tersebut?
Adakah hasil riset dan pengalaman masa lalu yang dimiliki? Pelgjaran apa
yang dapat dipetik darinya? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan
landasan untuk menyusun model logika.

2. Setelah situasi dan masalah diandisis, perlu ditentukan situasi mana yang
mendapat perhatian intensif. Dengan kata lain, dalam pengembangan model
logika diperlukan prioritas dari sSituasi yang kompleks. Faktor dalam
menentukan prioritas antara lain visi dan misi, nilai-nilai, sumber daya, data
historis dan keahlian dan pengalaman.

3. Outcome merupakan perubahan atas suatu kondis, perilaku, sikap, pengetahuan
dan keterampilan sasaran program yang mengindikasikan kemajuan atau justru
kemunduran terhadap vis dan tujuan dari program. Outcome berdimens
jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Outcome jangka pendek
menunjukkan hasil perubahan pembelgaran (learning) dan dapat dicapai dalam

waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Outcome jangka menengah menunjukkan
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hasil perubahan tindakan (action) dan dapat dicapai dalam waktu 4 sampal
dengan 6 tahun. Outcome jangka panjang menunjukkan hasil perubahan
kondisi dari suatu organisasi, partisipan atau sistem secara umum.

. Output merupakan produk langsung dari sebuah kegiatan dalam suatu program
yang diharapkan akan berkontribusi pada outcome. Kriteria yang harus dimiliki
output antara lain: output dikonsums oleh pihak eksternal bukan internal,
memiliki cakupan yang lebih sempit daripada outcome, dan volume output
akan mempengaruhi outcome secara langsung. Partisipan atau sasaran dari
output merupakan pengguna dari produk atau layanan yang dihasilkan dari
suatu program. Partisipan tersebut merupakan target program yang didisain
akan dicapai.

. Proses adalah aktivitas yang dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan
program dan memproses input menjadi output. Contoh proses. kegiatan
pelatihan, kegiatan investigas kejadian, kegiatan monitoring dan sebagainya.

. Input merupakan semua sumber daya yang dikuasai organisasi dan masih perlu
diproses sehingga dapat bermanfaat dalam menghasilkan output dan outcome.

. Asumsi merupakan anggapan dasar terkait dengan program dan pihak yang
terlibat di dalamnya, yang mendasari dan mempengaruhi pengambilan
keputusan. Kegagalan suatu program seringkali disebabkan oleh
ketidakakuratan dari asumsi. Asums dapat diartikan sebaga prinsip-prinsip,
keyakinan atau ide-ide mengenai masalah dan situasi, sumber daya dan staf,
cara kerja program, hasil dari program, basis pengetahuan, lingkungan interna
dan eksternal serta partisipan.

. Faktor eksternal mencakup semua hal di luar kendali pengelola program yang
memiliki pengaruh besar dalam pencapaian outcome. Eksistensi faktor
eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan
sebuah program. Faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan kultural, struktur
ekonomi, pola demografi, lingkungan politik, pengaruh media, latar belakang
dan pengaaman partisipan, perubahan peraturan, kebijakan prioritas dan
sebagainya.
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2.5 Standar Akuntansi

Tujuan dari pembuatan pelaporan keuangan adalah dalam rangka memenuhi
kebutuhan para pengguna pelaporan keuangan. Kebutuhan antara satu pengguna
dan pengguna lainnya sangat beragam. Oleh sebab itu, dalam penyusunan
pelaporan keuangan dibutuhkan standar akuntansi.

Para penyusun pelaporan keuangan pasti tidak mungkin untuk memberikan
penjelasan kepada satu persatu dari pengguna pelaporan keuangan tersebut,
mengenai cara, asumsi, dan konsep-konsep dasar penyusunan pelaporan
keuangan. Para pemakai pelaporan keuangan memerlukan informasi yang dapat
digunakan untuk membandingkan kinerja antara satu entitas dengan entitas yang
lain, sehingga diperlukan adanya keseragaman dalam penyagjian pelaporan
keuangan. Penyeragaman ini ditujukan untuk memudahkan para pemakai dalam
membaca dan menganalisi pelaporan keuangan.

Standar mempunyai peran dalam memberikan acuan dalam penyusunan
pelaporan keuangan antar entitas menjadi seragam. Standar juga memudahkan
pihak mangjemen dalam penyusunan pelaporan keuangan, karena didalam standar
terdapat pedoman mengena ketentuan bagaimana cara penyusunan pelaporan
keuangan. Menurut Martini dkk. (2012), di Indonesia terdapat empat standar
akuntans, yaitu:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

SAK ditujukan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas
yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia
(yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana
pensiun). SAK mengadops IFRS, hal ini sesuai dengan ketetapan Al yang
memutuskan untuk mengadops IFRS secara penuh mulai tahun 2012.

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas
publik signifikan dalam penyusunan pelaporan keuangan tujuan umum
(general purpose financial statement).

3. Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah)
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SAK Syariah dikhususkan bagi entitas yang memiliki transaks syariah atau
entitas berbasis syariah.

4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
SAP adalah standar yang dipaka sebagai dasar dalam penyusunan pelaporan
keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Menurut Bastian (2007), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
pelaporan keuangan pemerinth. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah
merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian pelaporan keuangan
untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan pelaporan
keuangan yang baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
Pelaporan keuangan untuk tujuan umum adalah pelaporan keuangan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna
pelaporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh
pertimbangan dalam rangka penyagjian pelaporan keuangan, pedoman struktur
pelaporan keuangan, dan persyaratan minimum isi pelaporan keuangan.

Daam PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP Berbasis Akrual
adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam
pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBN/APBD. Pelaporan keuangan yang harus dilaporkan
menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri atas: () Laporan Redlisas Anggaran, (b)
Neraca, (c) Laporan Arus Kas, (d) Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK), (e)
Laporan Operasional, (f) Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih), dan
(g) Laporan Perubahan Ekuitas.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewgjiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan
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akuntabilitas, mangemen, transparasi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi
kinerja (PP No. 71 Tahun 2010).

2.5.1 Standar Akuntans Pemerintah (SAP) Nomor 13

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut
diberikan fleksibitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan
keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.
Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian
layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan. Sesuai
dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengel olaan keuangan BLU
diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan
dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi
dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional
non Pegawal Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa
kepada pegawal sesuai dengan kontribusinya.

Sesuai dengan PMK nomor 217/PMK.05/2015 maka saat ini pemerintah
telah menerbitkan 13 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP
nomor 13 ini mengatur penygian laporan keuangan BLU dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar
periode, maupun antar BLU. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur
penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU.
Untuk mencapal tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan
dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan
dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun

dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.
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a. Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengena posis
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum
laporan keuangan BLU adalah menygjikan informas mengenai posis
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengena alokasi sumber daya. Secara spesifik,
tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menygjikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a)
Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas BLU; b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber
daya ekonomi, kewgjiban, dan ekuitas BLU; c) Menyediakan informas
mengenal  sumber, aokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d)
Menyediakan informasi mengena ketaatan realisasi terhadap anggarannya; €)
Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya
dan memenuhi kebutuhan kasnya; f) Menyediakan informasi mengenal potensi
BLU untuk membiaya penyelenggaraan kegiatan BLU; dan g) Menyediakan
infformasi yang berguna untuk mengevaluas kemampuan dan kemandirian

BLU dalam mendanal aktivitasnya.

b. Komponen L aporan Keuangan
Laporan keuangan BLU memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi
dan kewagjiban BLU pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi
selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan
penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLU dalam menyelenggarakan
kegiatannya di masa mendatang. Komponen laporan keuangan BLU terdiri
atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Readlisass Anggaran BLU menygikan informas realisas

pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
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lebihn/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode. Pendapatan BLU yang dikelola
sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/lDaerah merupakan pendapatan
negara/daerah. Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas
yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai
fungs perbendaharaan umum. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja
pada BLU selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-
LRA.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca;
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewgjiban, dan ekuitas pada tangga tertentu. Kas pada BLU yang
sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunya fungsi
perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Dana
kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Kas
yang berasal dari sisa dana investass APBN/APBD diakui sebagal aset
lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun
berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas
pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/Daerah. Walaupun
kepemilikan investas pada BLU ada pada BUN/BUD, tetapi investas
tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLU. Perlakuan pelaporan
investasi ini selaras dengan status BLU sebagai entitas pelaporan, dimana
seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLU dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan
dalam laporan keuangan BLU.

d. Laporan Operasional;
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Laporan Operasiona (LO) menygjikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas,
Laporan Arus Kas pada BLU menygikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi,
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk
dan keluar kas diklasifikaskan berdasarkan aktivitas operasi, investas,
pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Laporan Perubahan Ekuitas menygjikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti Amirya, dkk. (2013) dengan menyatakan adanya perbedaan
pemaknaan di antara aktor-aktor yang menjalankan BLU. Dengan menggunakan
paradigma interpretif, disimpulkan bahwa aktor-aktor tersebut merasa bahwa
pengembangan anggaran dan akuntansi tidak bisa dilaksanakan secara “frontal”
dan “drastis” namun membutuhkan waktu. Pengembangan ini tidak sekedar
menekankan perubahan teknis dan format sga namun juga perubahan
“paradigma”. Selain itu, penerapan sistem ini utamanya dilakukan untuk
memenuhi kepentingan legitimas sehingga selanjutnya dapat memberikan value
added bagi UB dalam mengelola kinerja organisasinya agar lebih efisien, efektif,
produktif, transparan, dan akuntabel.

Penerapan tersebut merupakan realitas sosia yang tidak hanya dipandang
sebagai bentuk penerapan sistem yang “baru” dan *“asing” namun juga mampu
mendorong terjadinya perubahan organisas mencakup perubahan nilai-nilai

mangjemen, SDM, prosedural, teknologikal, dan struktur organisasi. Proses
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pelembagaan sistem  mencakup tahap  penganggaran,  pelaksanaan
anggaran/penatausahaan, dan akuntansi. Pelembagaan sistem anggaran dan
akuntansi BLU di sana menggambarkan gejala terjadinyainstutional isomorphism
karena adanya faktor pendorong yang menjelma menjadi desakan dan aturan
hukum yang mengikat dan diberlakukan oleh pemerintah pusat didukung oleh
faktor mimetic (pengimitasian) dan normative (keterlibatan para profesional).
Menjadi keterbatasan instans BLU bahwa ia harus berupaya menaati aturan,
sekaligus memenuhi kebutuhan manajemen sehingga pemenuhan kebutuhan yang
tadinya bersifat top-down menjadi bottomrup sesua dengan keadaan dan
kemampuan instansi tersebut.

Penelitian Ball dan Craig (2010) dengan judul penelian menyatakan bahwa
teori New Institutionalism dapat meningkatkan pehaman mengenai bagaimana
respons organisasi secara umum terhadap isu-isu sosiad dan lingkungan di
sekitarnya. Teori ingtitusional tidak selalu berkenaan dengan teori perubahan
organisasi, tetapi biasanya menjelaskan kemiripan (isomorphism) dan stabilitas
pengelolaan organisasi pada populasi dan lingkungan tempat organisasi tersebut.
Bal dan Craig (2010) menjelaskan beberapa area yang dapat mengembangkan
pemahaman yang lebih menyeluruh atas perubahan dalam konteks lingkungan dan
akuntansi.

Albu, dkk. (2014) meneliti tentang penerjemahan dan penerapan standar
akuntansi global pada konteks lokal studi kasus di Rumania. Penelitian tersebut
membicarakan tentang isomorphism yang dikemukakan oleh DiMaggio dan
Powell (1983) dengan penekanan pada perilaku aktor-aktor dengan respon
strategis yang berbeda-beda bahwa organisasi terbentuk sebagai akibat dari
tekanan-tekanan institusi untuk menyesuaikan. berpendapat bahwa aktor-aktor di
daerah memainkan peran yang lebih penting dalam menggerakan (triggering)
respon organisas dibandingkan dengan pengaruh kerangka dasar dalam
pengaplikasian IFRS. Ini karena respon organisasi atas standar global tersebut
dipengaruhi oleh interaks sesama aktor yang saling memengaruhi, yang mencari

legitimasi dan pencapaian keuntungannya masing-masing (mutually conflicting
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interest). Berlawanan dengan dalil teori institusi sebelumnya, menemukan bahwa
kesepakatan atas strategi tertentu dapat terjadi meskipun ketika dalam organisas
tersebut terdapat tingkat keberagaman yang tinggi, dan sebaliknya,
ketidaksepakatan dapat terjadi pada entitas dengan tingkat keberagaman yang
lebih kecil. Dalam persepektif institusional, lingkungan (sistem hukum, peraturan,
pasar modal, sistem perbankan, sistem perpajakan, dan lain-lain) memengaruhi
struktur dan sistem organisasi, termasuk sistem akuntansi yang diterapkan.
Dengan demikian, aktor-aktor dalam organisas melakukan tindakannya untuk
mempertahankan atau bahkan meningkatkan legitimasi mereka. Kepentingan dan
kekuatan yang dimiliki oleh setiap aktor juga terefleksi dalam praktik akuntansi
yang mereka lakukan. Dalam penelitiannya ini, menyatakan bahwa setiap negara
tidak homogen dalam praktik akuntansinya. Konteks kedaerahan yang berbeda
baik itu di tingkat sebuah negara atau komunitas yang lebih kecil dari suatu negara
akan merespons suatu standar global dengan cara yang berbeda-beda. Semakin
berkepentingan dan kebutuhan untuk mendapatkan legitimasi pada sebuah
komunitas akan semakin mempersulit proses adops standar global. Demikian
yang terjadi dinegara berkembang. Situasinya lebih samar dibandingkan pada
negara-negara maju yang memiliki perangkat aturan yang telah tersusun dengan
matang. Sebuah negara atau daerah yang memiliki konstruksi sosial yang tidak
konsisten akan lebih heterogen dari pada yang konstruksi sosialnyatelah matang.

Penelitian Zhang, dkk. (2013) mengulas tentang mekanisme kelembagaan
dalam pendidikan akuntansi universitas di Cina, terutama melalui pembacaan
pengalaman sgarah sgak tahun 1949. Dia menggunakan kerangka teori
institusional untuk memeriksa bagaimana suatu tindakan dalam pilar regulatif,
normatif, dan budaya-kognitif telah membentuk pendidikan akuntansi dari yang
sangat berorientasi politik ditahun-tahun awal RRC ke sistem pendidikan
akuntansi universitas lebih internasional yang sebenarnya sudah mulai terbentuk
di China kontemporer. berusaha untuk memberikan kontribusi pemahaman
kontekstual pendidikan akuntansi kontemporer China, sekaligus memperluas

peran teori kelembagaan dalam menjelaskan perubahan pendidikan secara luas.
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Penelitian menjelaskan bahwa pengaruh kelembagaan jelas dan kuat sepanjang
enam puluh tahun pertama dari RRC melalui mekanisme koersif diumumkan
dalam pilar regulatif bawah mandat partai komunis dan pemerintah. Tindakan
partai komunis dan Pemerintah telah berpengaruh langsung dalam membentuk
pendidikan akuntansi di Universitas. Perubahan dinamika politik di negara itu
sgalan dengan perubahan pola pendidikan akuntansi di universitas di sana.
Meskipun di era internasionalisasi pada beberapa tahun terahir ini telah
memunculkan keseimbangan pada ketiga pilar institutionalisme yaitu regulatif,
normatif, dan cultural-kognitif, pada kasus Cina tetap sgja terjadi bahwa pilar
normatif dan cultural-kognitif dipicu atau disaring oleh pilar regilatif dan
beroperas dibawah kendali partai komunitas dan pemerintah. Aktivitas cultural-
kognitive yang paling besar terjadi ketika ketidakpastian dan kekacauan kondisi
sosid dan politik berdampak luas termasuk pada adanya tekanan untuk
mengembangkan perubahan pendidikan universitas.

Penelitian Mutiganda (2013) menganalisis dampak instutionalisas
kebijakan anggaran dari perspektif institusional realisme kritis pada bagaimana
kebijakan anggaran dapat memengaruhi akuntabilitas aktor-aktor dalam orgnisasi.
Memperluas hasil penelitian Burns dan Scapens (2000) tentang realisme kritis,
menemukan bahwa terdapat dua institusi dalam tata kelola anggaran yaitu institus
politik dan institusi teknis. Institus politik bertindak sebagai accountor bagi
institusi  teknis (accountee). Institusi teknis mempunya level-level hirarkhi
dimana intra-institusional antara accountor dan accountee terjadi. Masing-masing
institus mempunyai hak dan kewajiban yang membuatnya bekerja sebagai bagian
dalam proses penganggaran. Kebijakan-kebijakan yang telah diinstitusionalisasi
menjadi bagian nyata dalam realitas masing-masing instisusi. Hubungan antara
kebijakan dan mekanisme praktik akuntans tergantung pada bagaimana kebijakan
yang diinstitusionalisasikan dapat mengurangi atau meningkatkan kesenjangan
antara kenyataan (the real), kgjadian saat ini (actual), dan domain emperis para

aktor. Fungsi informasi anggaran sebagar mekanisme tata kelola yang baik
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(governance) dan akuntabilitas dalam studi kasus yang dilakukannya tidak
terbukti.

Trianasari dan Idrus (2013) yang secara khusus mengevaluas Rumah Sakit
Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang, antara pra dan pasca implementass BLUD
dengan menggunakan metode Balanced Scorecard menyebutkan bahwa,
perubahan status menjadi BLUD telah memengaruhi meningkatnya kinerja RSSA
secara umum. Bebergpa masalah yang masih dihadapi antara lain mash
terkendalanya keefektifan, keefisienan, dan fleksibilitas, alur
birokrasi/administrasi yang lama belum tuntas teratasi; pelanggan mayoritas
berasal dari golongan menengah kebawah; keramahan belum diterapkan secara
menyeluruh; evaluasi strategi dilakukan oleh bagian lain, bukan oleh bagian yang
sama dengan yang melakukan perencanaan strategi; sarana dan prasarana serta
kuantitas tenaga masih kurang memadai. Namun, secara garis besar RSSA cukup
siap dan dapat melaksanakan BLUD.

Penelitian Puspadewi dan Rosyidi (2014) menunjukkan bahwa setelah
memenuhi dan mempraktikkan persyaratan administratif PPK-BLUD setiap
tahunnya Rumah Sakit berpotensi menambah pendapatan dan perbaikan mutu
dalam tren yang positif. Segjauh ini, beberapa kendala yang dihadapi adalah masih
minimnya pengetahuan karyawan tentang PK-BLUD dan jumlah sarana dan
prasarana yang belum mencukupi. Putra dan Farida (2013) menyatakan bahwa ada
beberapa faktor yang memengaruhi implementasi Permendagri 61/2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD antara lain integritas, sumber
daya manusia, dan prosedur kerja (SOP) sehingga diperlukan tindakan yang
menjamin terpeliharannya integritas seluruh personil baik pimpinan maupun
seluruh pegawai, anaisis kebutuhan SDM, dan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP).

Penelitian Santi dan Rosita (2012) menyimpulkan bahwa permasalahan
mendasar yang ditemui suatu satker pemerintah yang ditetapkan sebagal satker
BLU adalah peraturan-peraturan pemerintah terkait PK BLUD sesual amanat PP
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No 23 Tahun 2005 belum semuanya dapat terealisasi. Beberapa fleksibilitas di
dalam PP tersebut belum dibuatkan peraturan menteri keuangan (PMK) nya
Belum ada aturan tentang penghapusan piutang dan kerjasama operasional
sehingga belum dapat berjalan optimal. Kendala utama lainnya adalah perubahan
mindset lama ke mindset baru. Perubahan pola pengelolaan keuangan BLU
merupakan konsep baru dalam konsteks keuangan negara, maka pemahaman
terhadap konsep tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan terhadap para
stakehol ders serta pihak internal dalam direktorat pembinaan BLU.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunuwata (2014) dengan lokasi penelitian di
Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa meskipun persyaratan
administratif telah dapat dipenuhi, persyaratan teknis untuk menjadi BLUD belum
sepenuhnya siap. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendapatan Puskesmas yang
meningkat dalam tiga tahun terakhir tetapi hasil evaluasi kinerja pelayanan
Puskesmas belum optimal. Dukungan stakeholder di Kabupaten Kulon Progo
cukup tinggi tapi belum sepenuhnya siap dengan regulas BLUD Puskesmas.
Lingkungan dalam Puskesmas sendiri masih kurang mendukung diliat dari
komitmen Puskesmas yang masih kurang, dan bendahara Puskesmas yang belum

terlatih pengelolaan keuangan BLUD.

Seperti penelitian Amirya et.a (2013), didalam penelitian ini, peneliti juga
melihat proses pergeseran sistem anggaran dan akuntansi khusunya pada pola
pengelolaan keuangan Puskesmas menjadi BLUD melalui New Institutionalism
Theory. Teori New Institutionalism dapat dapat meningkatkan pemahaman
mengenai bagaimana respons organisasi secara umum terhadap isu-isu sosial dan
lingkungan disekitarnya (Ball dan Craig, 2010). Teori ini seringkali digunakan
dalam pendlitian-penelitian tentang perubahan suatu sistem diantaranya: untuk
menjelaskan mekanisme kelembagaan pada pendidikan akuntansi di China
(Zhang,et.al.,2013); dampak perubahan kebijakan anggaran dalam memengaruhi
akuntabilitas para aktor dalam organisasi (Mutiganda,2013), untuk menjelaskan
bagaimana ketika standar akuntansi global diterapkan dalam konteks kedaerahan
khususnya di negara berkembangan (Albu,et.al.,2014), serta meneliti pengaruh
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faktor institusional terhadap minat adopsi sistem informas akuntansi keuangan
daerah (Sunuwata, 2014).

Perubahan pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit menjadi BLUD
diharapkan dapat memengaruhi peningkatan kinerja Rumah Sakit seperti pada
instansi pemerintah lain yang menerapkan PPK-BLUD (Trianasari dan Idrus,
2013; Amiryaet.a., 2013; Puspadewi dan Rosyidi, 2014). Implementas PP
BLUD sendiri dipengaruhi oleh integritas, sumber daya manusia, dan prosedur
kerja (SOP) (Putra dan Farida, 2013) sehingga perlu tindakan untuk menjamin
terpeliharanya integritas seluruh personil BLUD, Maka Rumah Sakit harus
membuat Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang berbasis kinerja dan
membuat laporan keuangan berbasis akrual sesua SAK dan SAP. Dengan
demikian, pendliti juga melihat bagaimana RSUD merespon aturan-aturan yang
berlaku umum tersebut dengan melihat respon para aktor yang terlibat. Hal ini
sesual dengan penelitian Albu,et.al.,(2014) yang menyatakan bahwa respon
organisasi atas aturan yang berlaku secara umum dipengaruhi oleh interaks
sesama aktor yang saling memengaruhi, mencari legitimasi, dan pencapaian
keuntungan masing-masing.

2.7 Kerangka Konseptual

Guna menggambarkan alur proses berpikir peneliti, terlebih dahulu disusun
kerangka berpikir pada gambar 2.2. Pada gambar dapat dijelaskan tahapan
berpikir peneliti.

PENGANGGARAN KELANGAN BERBASIS
KINERIA (RKA)
*LOGIC MOBEL"
PME NO.143/PMK.02/2015

INSTITUSIONALISASI ISOMBORPHISM (NIT)
- COERCIEVE ISOMORPHISM
- MIMETIC ISOMORPHISM
- NORMATIVE IS0MORPHISM

PENYAJIAN LAPORAN KELIANGAN
PSARNO.13
PMEK NO.217/FMK.05/2015

Gambar 2.1 Kerangka Alur Berfikir
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Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses
institusionalisasl PBK dan penyagjian laporan keuangan SAP No. 13 dalam upaya
penataan struktur kinerja dalam penyusunan anggaran pada RSUD Blambangan
Kabupaten Banyuwangi? Apabila dikerucutkan pertanyaan riset tersebut dapat
dijabarkan lebih lanjut menjadi mengapa dilakukan perubahan penataan struktur
kinerja penganggaran berbasis logic model dan perubahan penyagjian laporan
keuangan sesuai dengan SAP No. 13? Mengapa memilih menggunakan
pendekatan logic model dan SAP No. 13? Bagaimana proses penataan struktur
Kinerja penganggaran dan penygjian laporan keuangan SAP No. 13 di RSUD
Blambangan Kabupaten Banyuwangi?

Pertanyaan riset ini penting dilakukan untuk mengetahui tekanan
isomorphic yang terjadi pada proses institusionalisasi penataan struktur kinerja
dalam penyusunan anggaran. Hal ini menjadikan suatu tema menarik untuk dapat
digali dalam upaya penataan struktur kinerja sehingga perubahan dimaksud dapat
berhasi| dibawakan dengan baik.

Melalui pertanyaan riset tersebut, akan terjaring informasi bagaimana proses
institusionalsas PBK dalam penataan struktur kinerja penganggaran dan
penyajian laporan keuangan SAP No. 13 pada RSUD Blambangan. Dapat di
ketahui alasan yang mendasari dilakukannya perubahan/penataan struktur kinerja
penganggaran, alasan pemilihan penggunaan kerangka logic model dan SAP No.
13, dan implementasi pelaksanaan penataan struktur kinerja dan penyajian laporan
keuangan SAP No. 13 di RSUD Blambangan kabupaten Banyuwangi. dalam
pelaksanaan penataan tersebut, tentu dapat diketahui upaya apa sga yang
dilakukan RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangu agar pelaksanaan
penataan kinerja dapat berjalan dengan baik. Tidak berhenti pada upaya mencapal
kesuksesan implementasi sgja, penataan tersebut menimbulkan tantangan yang
harus dihadapi oleh pelaku/ perencana anggaran. Perubahan struktur kinerja
tersebut tidak dapat secara instan dilakukan untuk menuju kesempurnaan, terdapat
resiko/hambatan/kendala yang dapat muncul dalam pelaksanaan perubahan.
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Sehingga melalui pertanyaan riset ini juga akan menjawab hambatan / kendala
muncul dalam pelaksanaan penataan struktur kinerja pada RSUD Blambangan.

Untuk mewujudkan penganggaran berbasis kinerja yang baik, seharusnya
RSUD Blambangan pada tahun 2017 ini sudah melakukan penataan struktur
kinerja dalam penganggaran. Sgjak tahun 2009, RSUD Blambangan Kabupaten
Banyuwangi selaku Badan Layanan Umum Daerah mendapat dukungan dari
Pemerintah Daerah agar mula memantapkan pelaksanaan PBK dengan
melakukan penataan struktur kerja dalam penyusunan anggaran sehingga pada
tahun 2017 penataan dimaksud dapat dilaksanakan.

Guna memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tekanan
institusional terjadi baik dari faktor eksternal maupun internal pada organisas,
penelitian ini akan mengidentifikasi kondisi yang ada pada RSUD Blambangan
Kabupaten Banyuwangi beserta dengan lingkungan institusionalnya. Melalui hal
tersebut, dapat diketahui sgjauh mana proses institusionalisasi terjadi pada RSUD
Blambangan Kabupaten Banyuwangi. selan itu peneliti  juga akan
mengidentifikasi beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam
melembagakan konsep perubahan struktur kinerja dalam penyusunan anggaran di
jaaran SKPD selama tahun 2011 sampai dengan 2015.
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan eksplorasi metode penelitian dimulai dengan
diskus tentang paradigma penelitian dilanjutkan dengan pendekatan penelitian,
penentuan informan, instrumen penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data,

dan metode analisis data.

3.1 Pendekatan Pendlitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, salah satu pendekatan kualitatif yang berupaya untuk memahami
perilaku atau tindakan sekelompok manusia adalah pendekatan etnometodol ogi
yang pada dasarnya berakar dari logika penelitian socia atau sosiologi, dan objek
dari penelitian ini adalah manusia. Etnometodologi senantiasa berkaitan dengan
interaksi secara face to face dalam kehidupan sehari-hari yang berada dalam suatu
area struktur, aturan, norma, atau hukum dalam suatu kelompok atau etnik
masyarakat, dan hidup bersama dalam lingkup etniknya (Collin,1997). Tujuan
dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis realita sosial dan bagaimana realita
sosial itu terbentuk (Gghozali dan Chariri, 2007 dalam Chariri, 2009).
Sebagaimana dikatakan oleh Collin (1997) sebagai berikut :

in the etnomethodological....is decide on the bases of ad hoc judgement not
individual judgement, but collective judgement, arising out of negotiations

in the group.

Dengan kata lain, peneliti menerobos ke dalam untuk mengungkapkan
makna kolektif dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang ada dibalik
tindakan yang diggaakan atau ditampilkan oleh kelompok yang bersangkutan
dalam kehidupan sehari-hari (everyday life). Asumsi dari pendekatan ini adalah
bahwa bagi kelompok tertentu di dalamnya terjadi interaksi dengan sesamanya
dalam koridor aturan kolektivitas organisas mereka (Garfinkel, 1967; Collin,
1997).

36
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Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berusaha untuk
mendeskripsikan proses perubahan pola pengelolaan keuangan rumah sakit
menjadi BLUD. Pengelolaan keuangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah
sistem anggaran dan akuntansi. Proses perubahan tersebut memerlukan berbagai
tahapan hingga akhirnya sistem anggaran dan akuntans tersebut dapat
terinstitusionalisas ke dalam organisasi. New institutional theory digunakan
sebagal alat untuk menganalisis dan memahami proses tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami fenomena perubahan suatu sistem pada lokas tertentu
sehingga dapat digolongkan sebagai penelitian etnometodologi yang termasuk
dalam ranah penelitian kualitatif.

Daam penelitian ini, peneliti mempelgari fenomena proses perubahan
sebuah sistem dalam organisasi, mengungkap dan memahami arti dari peristiwa
perubahan, dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi
perubahan tersebut. Peran peneliti adalah memberikan pemahaman atas fenomena
sosia, yaitu pola institusionalisas dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja
menggunakan logic model dan pola institusionalisasi dalam penyajian laporan
keuangan BLU yang mengacu pada PSAP No. 13 di RSUD Kabupaten
Banyuwangi. Untuk memperoleh pemahaman, peneliti dalam pendekatan ini
harus berusaha mengungkap dan memahami arti setiap peristiwa dan kaitannya
dengan interaksi para aktor yang berada dalam situasi dan kondis tertentu.
Peneliti percaya bahwa setiap kelompok manusia mempunyai banyak cara dalam
menginterpretasikan tindakannya, atau mengeawantahkan pengalamannya
melalui interaksi dalam koridor kelompok atau etniknya, makna pengalaman
itulah yang membentuk sebuah kenyataan atau realitas tindakan dalam

sekelompok manusia.

3.2 Penentuan Informan

Untuk memperoleh data dan pemahaman yang memadai dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan informan. Informan penelitian dipilih secara sengaja
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untuk memberikan informasi yang mungkin tidak dapat diberikan oleh informan

lain.

Penentuan informan penelitian ini didasarkan pada lima petunjuk Spradley
(1997) yaitu: 1) enkulturasi penuh, artinya subyek yang cukup lama dan menyatu
dengan medan aktivitas yang menjadi sasaran peneliti; 2) keterlibatan langsung,
artinya subyek yang masih aktif terlibat di lingkungan aktivitas yang menjadi
sasaran penelitian; 3) suasana budaya yang tidak dikenal biasanya akan semakin
menerima tindak budaya sebagaimana adanya, dia tidak akan basa basi; 4) subyek
yang masih mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh pendliti; 5) subyek
yang tidak mengemas informasi tetapi relatif memberikan informasi yang
sebenarnya (non-analitis). Berikut ini rincian pihak-pihak yang dijadikan informan

dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Rincian Informan Pendlitian

LAMA
NO INFORMAN JABATAN BEK ERJA
1 dr. H. Taufiq Hidayat, Direktur 2012 - 2017
SpAnd. Mkes
> | Wayan Sastra W, Kabag Tata Usaha 1982 - 2017
SKM. MQIH
: Kasubag Umum dan 2014 - 2017
3 Partana, SAP. Ms Perlengkapan
. Sl Kasubag Program, 2012 - 2017
4 Listiani, SK.M Evaluasi dan Pelaporan
5 Dra. Dedyna Errawati, Kabid Keuangan Januari 2017
MM
6  Ulfi Kurniati, SE Kasie Keuangan 2003 - 2017
7 Hadi Pramono, SE Staf Keuangan
Staf Anggaran dan 1998 — 2017
8 Istiqoni Pengel olaan Keuangan

(Bendahara)

Sumber : datadiolah
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Untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman atas suatu proses,
diperlukan informan yang mengalami proses tersebut. Informan yang dipilih
adalah mereka yang memiliki pengalaman dan jabatan yang berkaitan dengan
proses pengembangan RSUD Blambangan menjadi BLUD. Informan yang
diambil adalah informan dari RSUD Blambangan sebagai Pelaksana BLUD.

Direktur RSUD Blambangan sebagai Pimpinan merupakan penanggung
jawab operasional dan keuangan RSUD. Direktur RSUD Blambangan juga
terlibat aktif dalam proses perubahan pola institusionalisas di RSUD. Aktor
penting dalam RSUD Blambangan selanjutnya adalah Kapala Bagian Tata Usaha
(Kabag TU). Kabag TU menjadi motor penggerak RSUD Blambangan dan
bertanggung jawab dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Sesual dengan Peraturan Bupati RSUD Blambangan. Di dalam prosesnya,
persigpan dokumen anggaran RSUD Blambangan selalu berhubungan dengan
Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan sedangkan proses pencairan dan
pertanggung jawabannya berhubungan dengan Kabid Keuangan. Oleh karenanya,
diambil informan yang langsung berhubungan dengan teknis pelaksanaan
anggaran dan akuntansi yaitu Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan dan
Kabid Keuangan.

Kabag PEP menjalankan fungs verifikas rencana bisnis dan anggaran
(RBA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) RSUD dan menghimpunnya dalam
RKA SKPD untuk kemudian digjukan ke SKPKD. Karena perannya sebagai pintu
awa penyusunan RBA dan RKA, Kasubag PEP dijadikan sebagal informan
dalam penelitian ini. Kabid Keuangan, Kasie Keuangan dan Staf Keuangan dipilih
sebagal informan karena merupakan aktor kunci dalam perubahan pola
pengelolaan RSUD Blambangan. Kabid keuangan berfungsi sebagai Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) yang menghimpun Laporan Keuangan dan
menggabungkannya menjadi Laporan Keuangan SKPD. Peran Kabid keuangan
dimulai sgak proses pengguan SPM, verifikasi laporan pertanggungjawaban,

hingga pembuatan laporan keuangan yang dibantu oleh Kasie Keuangan dan Staf
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Keuangan sebagal aktor yang bertanggung jawab pada proses pelaporan sera
penyusunan laporayn keuangan.

Ketika RSUD Blambangan menjadi BLUD, RSUD Blambangan akan
memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumberdaya termasuk pengelolaan
tenaga kerja dan assetnya. Dengan demikian, akan terjadi perubahan pengelolaan
aset yang sebelumnya terpusat menjadi pengelolaan oleh masing-masing RSUD.
Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk memasukkan Kasubag
Kepegawaian dan Kasubag Umum dan Perlengkapan RSUD Blambangan sebagai
informan dalam penelitian ini untuk mengetahui pola institusionalisasi dalam
penyusunan anggaran berbasis kinerja menggunakan logic model dan pola
institusionalisasi dalam penyagjian laporan keuangan BLU yang mengacu pada
PSAP No. 13 di RSUD Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Instrumen Pendlitian

Dalam penelitian ini, untuk memahami makna dan simbol-simbol interaksi
di RSUD Blambangan dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan langsung peneliti
terhadap subyek di lapangan. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini
adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (Guba dan Lincoln, 1981 yang
diruyjuk oleh Moleong, 2009). Menurut Guba dan Lincoln (1981), keuntungan
peneliti sebagai instrumen kunci dikarenakan sifatnya yang responsif dan dapat
menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data. Peneliti sebagai
instrumen akan dapat menekankan keutuhan (holistic emphasis) vyaitu
memanfaatkan imgjinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai
suatu keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses data
secepatnya, dan memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan,
serta dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelidiki respon yang tidak
lazim/aneh atau istimewa (idiosyncratic).

Daam wawancara, pewawancara adalah peneliti sendiri yang dalam
mengumpulkan data lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat

pengumpul data. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kenyataan-kenyataan di
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lapangan. Alat-alat yang digunakan untuk melengkapi instrumen penelitian ini
diantaranya adalah buku catatan, aat tulis, dan tape recorder untuk mencatat dan
merekam hasil wawancara, atau vidio recorder untuk merekam suatu peristiwa

yang dianggap sebagai suatu fenomena penelitian.

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan etnometodologi yang digunakan, untuk
memperoleh data secara holistik dan integratif, dan memperhatikan relevans data
berdasarkan fokus dan tujuan, maka dalam pengumpulan data penelitian ini
dilakukan tiga teknik, yaitu wawancara mendalam (in depth interviewing),
observas partisipan (participant observation), dan studi dokumentasi (study of
documents). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan
observas di kantor di RSUD Blambangan. Wawancara dilakukan pada bulan
November 2016 dan selesai pada bulan Februari 2017. Sedangkan data sekunder
merupakan studi dokumentasi yang diperoleh dari data-data yang sudah tersedia
misalnya dokumen yang terkait dengan pengembangan sistem anggaran dan
akuntans BLU. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas (1)
Peraturan perundang-undangan terkait PK-BLU, (2) RBA Tahun Anggaran 2009-
2015, (3) RKA-KL Tahun Anggaran 2009-2005, (4) Laporan Keuangan
berdasarkan SAK dan SAP Tahun 2009-2015, dan serta data pelayanan diperoleh
dari sumber eksternal seperti website atau meminta langsung kepada subyek
penelitian. Agar dapat memperoleh penjelasan yang natural dan apa adanya
dimana para informan cenderung tidak dapat mengolah atau mempersiapkan
informasi yang akan mereka sampaikan, informas dikumpulkan melalui teknik
diskus dan wawancara yang tidak terstruktur dan tidak terjadwal (Riduwan,
2009).

Wawancara dilakukan terhadap aktor-aktor kunci penentu kebijakan
pengembangan RSUD Blambangan. Aktor-aktor yang menjadi informan dalam

penelitian ini adalah mereka yang tergabung dalam tim perumus rencana
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pengembangan rumah sakit yang terdiri dari direktur atau kepala rumah sakit dan
pejabat struktural yang ada di RSUD Blambangan.

Walaupun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur,
tetap perlu disusun pedoman wawancara sebagai pedoman berisi pokok-pokok
pikiran yang akan digali informasinya. Untuk menghindari terjadinya distorsi data
wawancara, pencatatan data dilakukan secara manual dan diserta dengan
perekaman. Disamping pihak internal mangemen organisasi, wawancara juga
dilakukan kepada pihak eksternal dalam hal ini beberapa pasien dan rekaman
proyek RSUD Blambangan. Selain itu, ini juga mengobservas pada kegiatan
pelayanan RSUD Blambangan dengan menjadi pasien maupun sebatas menjadi
pengamat sgja.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Miles dan
Huberman (1994) yang menyebutkan bahwa analisis data terdiri dari tiga tahapan,
yaitu; (1) Reduks data (data reduction); Implementasinya, pendliti telah
mereduksi data sebelum melakukan pengumpulan data yaitu dalam bentuk:
memilih kasus terkait pola institusionalisasi dalam penyusunan anggaran berbasis
kinerja menggunakan logic model dan pola ingtitusionalisasi dalam penyajian
laporan keuangan BLU yang mengacu pada PSAP No. 13 di RSUD Kabupaten
Banyuwangi, membuat pertanyaan penelitian, dan menentukan cara pengumpulan
data. Setelah mengumpulkan data, peneliti juga melakukan reduksi data dalam
bentuk mentransformasikan data “kasar” yang tercampur-campur yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan, mengambil data pokok yang penting
kemudian merangkumnya, membuat pengelompokan atas data yang telah
dikumpulkan, menulis kesimpulan sementara; (2) Penyagjian data (data display);
Dalam langkah ini, peneliti melakukan penygjian data dengan teks yang bersifat
naratif, tabel, dan gambar. Penygiian data tidak terlepas dari tujuan penelitian
yaitu menemukan makna pola institusionalisasi dalam penyusunan anggaran

berbasis kinerja menggunakan logic model dan pola institusionalisasi dalam
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penyajian laporan keuangan BLU yang mengacu pada PSAP No. 13 di RSUD
Kabupaten Banyuwangi. dan memahami implikasi sistem tersebut pada perubahan
organisas; (3) Penarikan kesimpulan /verifikasi (conclusion drawing/
verification). Peneliti mengimplementasikan langkah ini dengan mencari arti kata
dan perilaku dari para informan kemudian menulis kesimpulan dari bukti-bukti
yang telah diperoleh.

Peneliti menggunakan konsep teori institusional baru atau NIT untuk
mengemukakan kesimpulannya. Dalam menganalisis teori institusional dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan analisis sebagai berikut: (a) Institutional
Isomorphism: Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya institutional isomorphism,
peneliti melihat proses dan hasil dari pelembagaan sistem anggaran dan akuntansi
BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. Identifikas terjadinya institutional
isomor phism dilakukan dengan melihat BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam
memandang organisasi lain sebaga pesaingnya. Persaingan bukan hanya
dikarenakan sumber daya dan konsumen namun juga dilihat dari kepentingan
politik dan legitimasi institusi, serta kemampuan sosial, dan ekonomi. Umumnya,
ingtitutional isomorphism merupakan bentuk perubahan yang bersifat top-down
dan lebih dipengaruhi oleh tiga faktor eksogen antara lain: Coercive I somor phism:
yang terjadi karena adanya kekuasaan yang mengikat, misalnya negara atau
kekuatan yang lebih besar dari organisasi itu sendiri; Mimetic |somorphism: yang
terjadi ketika sebuah organisasi meniru praktik yang ada pada organisasi lain yang
dinilai lebih baik dan berhasil; Normative Isomorphism: yang terjadi karena suatu
organisas melibatkan aktor-aktor profesional dalam upayanya mengadopsi
konsep tertentu.

Analisis yang kedua yaitu Institutional Allomorphism. Untuk mengetahui
terjadi atau tidaknya institutional allomorphism, peneliti melihat faktor-faktor
endogen yang sifatnya topdown. Suatu organisasi dinyatakan mengalamai gejaa
allomorphism apabila terjadi re-contextualization dari elemen-elemen asing pada
proses institusionalisasi dari tiap-tiap field organisas tertentuoleh adnya faktor-
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faktor endogen seperti aktor-aktor, institusi, sistem berpikir dan bahas, yang

memengaruhi prosesinstitusionalisasi.

Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh
tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan berdasarkan fokus
penelitian yang telah ditentukan. Membaca data secara keseluruhan dan membuat
catatan mengenal data yang dianggap penting kemudian melakukan reduks dan
kategorisasi data dengan pengkodean data yaitu menemukan dan mengel ompokan
makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan
horizonaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai
yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan
pertanyaan maupun yang bersifat pengulangan atau tumpang tindih dihilangkan

agar tidak mengalami penyimpangan.

Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan kedalam unit makna (meaning
unit), lalu membuat data display dalam bentuk matriks, skema atau gambar
tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi untuk memudahkan membuat
simpulan lebih lanjut. Selanjutnya, peneliti mengembangkan uraian secara
keseluruhan dari fenomena tersebut kemudian mengembangkan textural
description (mengenai fenomena yang terjadi pada informan) dan structural
description (yang menjelaskan bagaiman fenomena itu terjadi). Peneliti kemudian
memberikan naras mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan
makna pengalaman responden mengenal fenomena tersebut. Membuat |aporan
pengalaman setiap partisipan. Setelah itu menuliskan deskripsi gabungannya
dengan melakukan conclusion drawing. Deskripsi tersebut kemudian
didiskusikan, didialogkan, dan dikonfirmasikan dengan para subjek penelitian
dengan wawancara mendalam dan melakukan FGD (Focus Group Discussion).
Setelah semua proses dan berbagal temuan yang ada, selanjutnya peneliti menulis

hasil dalam bentuk laporan akhir suatu penelitian.
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3.6 Metode K eabsahan Data

Kegiatan menarik simpulan dalam penelitian ini dilakukan selama proses
penelitian, dimula dari pengumpulan data, peneliti telah mencari keteraturan,
pola, penjelasan, dan alur sebab akibat. Penelitian kualitatif menganggap kegiatan
penarikan kesimpulan secara longgar, tetap terbuka dan skeptic, namun demikian

terus meningkat menjadi lebih rinci dan kokoh.

Simpulan-simpulan dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Hal
ini dilakukan mengingat penelitian kualitatif sering dianggap tidak value free.
Untuk mendapatkan pengetahuan yang kontekstual. Lokal bounded, keterlibatan
aktif (participant observe), dan dengan teknik interpretasinya yang subyektif,
maka peneliti sulit dilepaskan dari bebas nilai. Ketika peneliti melakukan
penelitian, dimana peneliti adalah instrument penelitian itu sendiri, maka
persodlan bebas nilai menjadi masalah pelik untuk bias dipenuhi. Guna
mengurangi subyektivitas, salah satu metode yang digunakan adalah triangulasi

atau pengecekan silang.

Triangulas data dilakukan mulai dari langkah pengumpulan data hingga
saat membuat kesimpulan. Pengecekkan silang dilakukan dengan melakukan
perbandingan informan, perbandingan waktu dan tempat. Misalnya, menggunakan
informan yang berbeda untuk menanyakan satu hal; atau menanyakan hal yang

sama pada informan yang samatapi di waktu dan tempat yang berbeda.

Secara garis besar, selain triangulasi, ada prinsip-prinsip penting yang perlu
diperhatikan dalam menguji dan memastikan keabsahan penelitian kualitatif, yaitu
melalui prinsip credibility, transferability, dependability, dan confirmability.
Credibility (dapat dipercaya) dicapai dengan cara pengumpulan data subyektif
mungkin, seperti melalui pengecekan silang atau triangulasi. Transferability
(berlaku di konteks lain) dicapai dengan menguji simpulan di tempat lain yang
serupa dengan konteks penelitian. Dependability (konsisten) dicapa jika
penelitian yang sama dilakukan beberapa kali dan tetap menghasilkan ssimpulan
yang sama. Confirmability (kepastian) tercapal jika peneliti dapat meyakinkan
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pembaca atau pendliti lain bahwa data yang telah dikumpulkan adalah data
‘obyektif’ seperti apa adanya dilapangan.
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima menjelaskan simpulan peneliti atas penelitian yang telah
dilakukan. Selain ssimpulan, bab ini juga membahas implikasi hasil pendlitian,
keterbatasan penelitian, dan saran.

5.1 Kesimpulan

Untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang baik, RSUD Blambangan
melakukan upaya penataan struktur kinerja penganggaran dari sebelumnya
berbasis organisasi (output oriented) menjadi berbasis logic model (outcome
oriented) dan mulai menerapkan SAP No. 13 dalam menyajikan laporan
keuangan. Dalam penataan dan penerapan tersebut telah terjadi proses
institusionalisasi. Setiap instans yang menjalankan PPK-BLUD berkewajiban
untuk merubah sistem anggaran dan akuntansinya sesuai dengan peraturan
pemerintah yang mengatur mekanisme PPK-BLUD termasuk pelaporannya
dengan mengadopsi SAP No. 13 BLU. Ini menunjukan gejaa terjadinya coercive
isomorphism dimana suatu organisasi berupaya untuk menjadi mirip dengan
lingkungannya karena paksaan, dalam hal ini karena diharuskan oleh peraturan
pemerintah. Proses perubahan tersebut dapat dilalui oleh RSUD Blambangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, perubahan tersebut belum ter-
institus dalam pemahaman semua aktor pelaksana BLUD. Ini menggambarkan
ggada terjadinya decoupling. Sebagal upaya mengatasi terjadinya decoupling
tersebut, diperlukan pihak luar untuk membantu dalam proses perubahan
paradigma para aktor tentang perubahan sistem akuntansi dan anggaran dengan
mekanisme PPK-BLUD.

Gegjaa mimetic isomorphism ditemukan pada RSUD Blambangan
Kabupaten Banyuwangi selaku implementator dalam melakukan proses perubahan
RSUD Blambangan mengadopsi konsep dari institusi lain yang dianggap best

practice yang masih harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan

104
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RSUD Blambangan. Dengan demikian harus senantiasa melakukan evaluasi atas

penataan struktur kinerja penganggaran yang dilakukan.

Gejala coercive isomorphism dan mimetic isomorphism ditemukan pada
RSUD Blambangan dalam melakukan proses penataan struktur Kkinerja
penganggaran. Dengan ditemukan gegaa coercive isomorphism, RSUD
Blambangan harus berusaha lebih intensif untuk menanamkan pola pikir yang
disebabkan keterpaksaan atau desakan untuk menjalankan peraturan akan lebih
sulit dirubah dan umumnya kegiatan yang dilakukan hanya memenuhi ketentuan
formal yang ada. Perubahan pola pikir inilah yang menjadi tantangan utama dalam
proses pelembagaan penataan struktur kinerja penganggaran dan penerapan
penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP No. 13 ini.

RSUD Blambangan melakukan berbagal upaya untuk melembagakan
penataan struktur kinerja penganggaran berbasis logic model dan dalam
menerapkan SAP No. 13 diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan kepada
seluruh jgjaran organisasi di lingkup RSUD Blambangan. Meskipun RSUD
Blambangan dan di dorong Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai upaya
tersebut, hasil/manfaat penataan struktur kinerja belum begitu terlihat secara
langsung di Lingkungan RSUD Blambangan karena proses penataan struktur

kinerja baru diimplementasikan di 2015.
5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan baik yang melekat pada pendekatan
yang digunakan maupun berkaitan dengan proses penelitiannya sendiri. Pertama,
berkaitan dengan obyek pengamatan. Dari 2 RSUD yang sudah BLUD di
Kabupaten Banyuwangi, pengamatan hanya dilakukan pada 1 RSUD yaitu RSUD
Blambangan. Para aktor pelaksana BLUD di RSUD Blambangan yang
diwawancara juga terbatas pada Direktur, Kasubbag Tata Usaha, Bendahara, dan
Penyusunan Laporan Keuangan. Pendliti tidak melakukan pendalaman terhadap
aktor lainnya (penanggung jawab piutang, bendahara penerimaan, dan pelaksana

teknislainnya) yang juga memiliki peran dalam fenomena yang diteliti.
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Kedua, keterbatasan keikutsertaan peneliti dalam proses penataan. Peneliti
tidak melakukan pengamatan (observasi) langsung di lapangan seperti mengikuti

rapat terkait dengan penataan kinerja penganggaran.
5.3 Implikasi hasil Penelitian

Implikasi atas hasil penelitian berkaitan dengan implikasi perubahan dalam
melembagakan penataan struktur Kinerja penganggaran berbasis logic model dan
dalam menerapkan SAP No. 13 RSUD Blambangan. Besarnya dukungan Kepala
Daerah yang terlihat dari pendampingan intensif dari BPKP mulai dari awal
proses penganggaran sampa dengan pelaporan keuangan BLUD harus mampu
mengubah paradigma para aktor pelaksana BLUD dalam memahami dan
menyusun semua kelengkapan laporan anggaran berbasis kinerja dan akuntans
berbasis akrual secara lebih “utuh” dan “ideal”. Dengan demikian perubahan
tersebut tidak hanya berorientasi sebagal pemenuhan kepentingan legitimasi
secara teknis dan format, namun dapat berdampak pada pencapaian efisiens,

efektivitas, dan produktivitas kerja, serta akuntabilitas pengel olaan keuangan.
5.4 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yakni pertama, apabila peneliti ingin
meneliti kembali perubahan dalam melembagakan penataan struktur kinerja
penganggaran berbasis logic model dan dalam menerapkan SAP No. 13, mereka
dapat menambahkan situs penelitian pada Institus lainnya untuk selanjutnya
dilakukan studi komparasi. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam terkait dengan objek penelitian, mereka dapat memperoleh data dengan
melakukan pengamatan (observasi) selain dengan melakukan wawancara dan
dokumentasi sebagaimana penelitian ini.
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PERTANYAAN WAWANCARA

. Apa yang mendasari perubahan dalam penganggaran dan penyajian laporan
keuangan di RSUD Blambangan?

. Siapa yang terlibat dalam perubahan konsep penganggaran logic model dan
perubahan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan SAP No. 137

. Bagaimana proses persiapan/pel aksanaan perubahan yang dilakukan selama
tahun 2014-20167?

. Seberapa penting konsep logic model dan SAP No. 13 ini diterapkan pada
RSUD Blambangan?

. Apakendala yang dihadapi selama proses perubahan tersebut?

. Apakah yang ingin dicapai RSUD Blambangan, sebagai SKPD dalam
menyusun anggaran logic model dan dalam penyajian laporan keuangan
SAP No. 13?

. Bagaimanakah proses perubahan kebijakan penganggaran penganggaran
penganggaran berbasis kinerja logic model dan penyajian laporan keuangan
SAP No. 13 berjaan di Satuan KerjaBLU RSUD Blambangan?

a. Prosedur yang dilakukan?

b. Implementasi saat ini?
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